
TETTAJ|G

XTDI'DI'Iilil, SUSUIIAI| ORGAITISASI, TUGAS DAtr trI'IfGsI,
SERTA TATA XtR^rA Drf,AS TAI{AIAT pAlrcAly, HORflITLTTiRA

PERATI'RAI| BT'PATI KONAWE SEL/TTAIT
ITOMOR : 6I TAHUN 2016

DAN PERXTBUIYAN
KABUPATEN KONAWE SELITTAIT

DETfiANRAHUAT TTIIIANYAIfr UAEA FSE

BTIPATI KONAWE SEL/TTAIT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keda
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi

Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor a2,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

523$;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentatg Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Menimbang

Mengingat

BUPATI KONAWE SELIITAIT
PROVIilAI SUI.AWESI TEIYGGARA
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Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor g

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

PERATI'RAIT BI'PATI TEI|TANG I{TDI'DI'I(AN, SUST'ITAIT
oRGAXISAIU, TUGAS DAII rIntcSI, SERTA TATA XtR.ra
DII{AS TAI{AtrAN PAIYGAN, HORTIKT'LTURA DAI|
PERI{EBUIIAN KABI'PATEN KOI{AWE SEI"ATAN

BAB I
X TENTUA.IT UUUU

Pasal I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe Selatan;

6. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan;
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7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau
kegiatan teknis penunjang tertentu;

8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut
UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu;

9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

ll. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;

12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II
BEIIITI'X, IIOTENXLITTT'R DAIT TIPE

PERANGI(AT DAER^0II

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Pertanian diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebageimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan.
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Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4
(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.

(2) Penentuan tipe Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan
Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang pertanian.

(3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5
(1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan perkebunan

merupakan unsur pelaksana urus€rn pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.

(2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan perkebunan

dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Pasal 6

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang Pertanian

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

menyelenggarakan fungsi :

BAB III
XEDT'DI'XAIT DAIY SUSUIIA,II ORGAITISASI
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a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pembinaan di
bidang Pertanian, Tanaman, Pangan Hortikultura;

b. Melaksanakan pen5rusunan program, rencana
pembangunan, pengawsan dan pengendalian di bidang
pertanian, tanaman pangan dan holtikultura;

c. Melaksanakan pemantauan laporan dan pelaksanaan tugas
penyelenggara dibidang pertanian, tanaman pangan,

hortikultura;

d. Penyusunan standar teknis pembibitan/pembenihan yang

menjadi kewenangan kabupaten;

e. Penyusunan standar teknis dalam bidang pertanian;

f. Penyusuna renca.na dan program kegiatan diklat dan
sumber daya manusia/petugas pertanian, yang meliputi
teknis fungsional keterampilan dan kejujuran;

g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, perizinan dan
pembinaan usaha pertanian, tanaman pangan, dan
hortikultura;

h. Melaksanakan pembinaan kebijakan teknis dibidang
pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura;

i. Menyelenggarakan pengelolaan dibidang pertanian,
tanaman pangan, dan hortikultura;

j. Analisis dan pengulangan residu bahan kimia pada

komoditif hasil pertanian, tanaman pangan, dan
hortikultura;

k. Melakukan pengkajian penerapan teknologi unggulan
ditingkat usaha tani;

I. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/
perlengkapan, dan organisasi dinas;

m. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD);

n. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan bidang tugasnya; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsi dinas.
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Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaim6l4 dimaksud
dalam Pasal 7, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan memiliki kewenangan sebagai berikut :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian,
tanaman pangan dan holtikultura;

b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan

urusan pemerintahan di bidang pertanian, tanaman pangan

dan holtikultura;
c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau

perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang
pertanian, tanaman pangan dan holtikultura; dan

d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9
(1) Susunan organisasi Dinas Tanaman pangan, Hortikultura

dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Prasarana, Sarana dan penyuluhan;

d. Bidang Tanaman Pangan;

e. Bidang Hortikultura;

f. Bidang Perkebunan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Tanaman pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan

sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.



BAB TV
TUGAS DAIT TUI{GSI

Bagtan Kesafu
Kepala Dinas

Pasal 1O

Kepala Dinas mempunyai tugas Membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Memberikan

pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit
ke{a di lingkungan Dinas Tanaman pangan, Hortikultura
dan Perkebunan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal I l, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi pen5rusunzm rencana, program, anggaran di
bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan serta penyuluhan tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan;

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah
tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan
dokumentasi;

c. penataan organisasi dan tata laksana;

d. koordinasi dan pen)rusunan peraturan perundang-

undangan;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

b. Sub Bagran Keuangan dan Aset;

c. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;

(2) Sub Bagran dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

(l) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas
melaksanakan penylapan bahan pen5rusunan rencana,
program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan.

(2) Sub Bagran Keuangan dan Aset mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan urus€rn keuangan dan
pengelolaan barang milik negara.

(3) Sub Bagran Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah
tangga, keq'a sarna, kehumasan dan protokol serta
ketatalaksanaan.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana, Sarana dan penyuluhan

Pasal 15
(1) Bidang Prasarana, Sarana dan penyuluhan mempunyai

tugas melaksanakan pen5rusunan, pelaksanaan kebijakan,
dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan
evaluasi di bidang prasarana, sarana penyuluhan tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan.

(2) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

menyelenggarakan fungsi :



a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan
penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan;

b. penJrusunan program tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan;

c. penyediaan dukungan infrastruktur tanaman pmgm,
hortikultura dan perkebunan;

d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida,
serta alat dan mesin tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan;

f. pemberian bimbingan pembiayaan tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan;

g. pemberian fasilitasi investasi tanaman pangan, hortikultura
dan perkebunan;

h. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

i. melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas
ketenagaan penyuluhan tanaman pangan, hortikuttura dan
perkebunan;

j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan
penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 17

(1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penln-rluhan terdiri atas :

a. Seksi Lahan dan Irigasi;

b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan;

c. Seksi Penyuluhan.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

-9-
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Pasal 18

(1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas Melakukan
penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan, pemberian

bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang
pengelolaan lahan dan irigasi.

(2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan mempunyai tugas Melakukan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebiiakan,
pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta
evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

(3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas Melakukan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang
kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi
penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan.

,,,offiJ,#i3o{' *"'
Pasal 19

(l) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan
penJrusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian

bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang
tanaman pangan.

(2) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

Pasal 2O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. pen5rusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan,

pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman
pangan;

b. pen1rusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di
bidang tanaman pangan;

c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman;
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d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di
bidang tanaman pangan;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,
penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan
iklim di bidang tanaman pangan;

f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan
pemasarErn hasil di bidang tanaman pangan;

g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang
tanaman pangan;

h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Bidang Tanaman Pangan terdiri atas :

a. Seksi Produksi Tanaman pangan;

b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman pangan;

c. Seksi Pengolahan dan pemasaran Hasil Tanaman
Pangan.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Tanaman Pangan.

PasaJ22

(l) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauzrn

serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan.

(2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman pangan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan
penJrusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian

bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang
perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.
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(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman pangan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan
pen5rusunan kebljakan, pelaksanaan, dan pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang
pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

Bagian Kelima
Bidang Hortikultura

Pasal 23
(1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan

penJrusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian

bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang
hortikultura.

(2) Bidang Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

a. pen5rusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan,
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;

b. penrusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di
bidang hortikultura;

c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang
hortikultura;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di
bidang hortikultura;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,

penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan

iklim di bidang hortikultura;
f. bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di

bidang hortikultura;

C. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang

hortikultura;

h. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 25

(1) Bidang Hortikultura terdiri atas :

a. Seksi Produksi H ortikultura;

b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
c. Seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Hortikultura.

Pasal 26

(1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas Melakukan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebljakan,
pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta

evaluasi di bidang produksi horlikultura.
(2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura

mempunyai tugas Melakukan pen5napan bahan
pen1rusunan dan pelaksanaan kebljakan, pemberian

bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang
perbenihan dan perlindungan hortikultura.

(3) Seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura
mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan
pen5rusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang
pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Bagian Keenam
Bidang Perkebunan

Pasal2T
(1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan

pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan

evaluasi di bidang perkebunan.

(2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.
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Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

a. pen5rusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi,

perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil
perkebunan;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di
bidang perkebunan;

c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang

perkebunan;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di
bidang perkebunan;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,
penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan

iklim di bidang perkebunan;

f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan

kebakaran di bidang perkebunan;

g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang perkebunan;

h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang
perkebunan;

i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Bidang Perkebunan terdiri atas :

a. Seksi Produksi Perkebunan;

b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Perkebunan.
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Pasal 30

(1) Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas Melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan
pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan

evaluasi di bidang produksi perkebunan.

(2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan
penJrusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang
perbenihan dan perlindungan perkebunan.

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan

mempunyai tugas Pengolahan dan pemasaran Hasil
Perkebunan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

(1) Unit Pelalsana Teknis Dinas adalah unsur pelalsana teknis
dinas secara operasional di lapangan.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Unit Pelalsana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha

dan Jabatan F\:ngsional yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi

serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah

dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi

Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/UPTB yang

terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi

dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap

melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan

Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.
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Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan F\rngsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(3) Jurnlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

ke{a.
(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V
TATA XTR.'A

Pasal 35

(l) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi

dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi
lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas

masing-masing.

(2) Datam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris

dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-

masing.
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(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan

Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan

melekat.

Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

masing-masing dan bila tedadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugiawab
pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya.

Pasa.l 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk
menJrusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 4O

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan
pula kepada satuErn organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasal 4l
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala

Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian

bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat

berkala.
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Pasal 42

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan

tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala

Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi

tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-

masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat

mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada

pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
IIEPAITGITATAX, PEI{GAISGKATAII, ESEII)I|ISASI DAI|

PEUBERIIENTIAN DAL/IU JABATAN

Pasal 44

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam

jabatan struktural dilingkungan Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan,

berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang

berlaku.

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas

usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan

eselon IIb.

(4) Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan

eselon IIIa.

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan

merupakan jabatan eselon IIIb.

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IVa.
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(7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe

Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul

Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten

ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 45
Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati

Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang T\rgas Pokok

dan F\rngsi Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan

ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
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